
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Atas Tanah Ulayat
Minangkabau (Studi Terhadap Kegiatan Usaha Tambak Udang di
Kenagarian Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang
Pariaman) = Legal Aspect Of Minangkabau's Indigeneous Land Lease
Agreements (Study of Shrimp Farming Business  Activities in
Kenagarian Kuranji Hilir Sungai Limau Sub-distric Padang Pariaman
Regency)
Muhammad Ihsanul Fikri, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920540447&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Minangkabau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang mendiami wilayah Sumatera Barat dan

memiliki hak tradisional penguasaan tanah yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat tersebut tidak

terdaftar dan merupakan milik bersama sehingga tidak boleh dialihkan atau ditransaksikan. Karena

perkembangan ekonomi, terdapat Investor yang berkeinginan untuk menyewa tanah ulayat dalam jangka

waktu yang panjang untuk usaha tambak udang. Namun, konsep ini merupakan hal baru dalam hukum adat

minangkabau yang digunakan dalam pengikatan perjanjian sewa menyewa yang mana tanah ulayat tidak

termasuk dalam kategori hak berdasarkan pasal 16 UUPA. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui lebih lanjut mengenai aspek hukum dari perjanjian sewa menyewa atas tanah ulayat

minangkabau untuk usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan

penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data

sekunder sekaligus data primer. Berdasarkan penelitian penentuan status tanah ulayat hanya ditentukan

secara lisan berupa pengakuan dari batas sepadan kaum yang bersebelahan tanahnya atau berupa batas alami

seperti sungai dan sebagainya. Meski demikian, keabsahan perjanjian sewa menyewa atas tanah ulayat

minangkabau tersebut tetap sah meskipun objek tanah ulayat tersebut tidak terdaftar. Sebagai upaya untuk

memberikan kepastian hukum kepada para investor atau penyewa maka pemerintah Sumatera barat perlu

melakukan upaya preventif dengan mengeluarkan aturan yang jelas terkait tata cara dan pelaksanaan dan

sanksi atas pengikatan sewa menyewa tanah ulayat tersebut.

......The Minangkabau are one of the tribes in Indonesia who inhabit the West Sumatra region and have

traditional land tenure rights known as ulayat rights. These Indigeneous rights are not registered and are

joint property, so they cannot be transferred or transacted. Due to economic developments, there are

investors who wish to rent communal land for a long period of time for shrimp farming. However, this

concept is new in Minangkabau customary law, which is used in binding land lease agreements where

customary land is not included in the category of rights based on article 16 of the UUPA. Therefore, this

research aims to find out more about the legal aspects of lease agreements on Minangkabau indigeneous

land for shrimp farming businesses in Padang Pariaman Regency. This research is a normative�empirical

research that uses qualitative analysis methods supported by secondary data as well as primary data. Based

on research, determining the status of customary land is only determined verbally in the form of recognition

of the commensurate boundaries of the people adjoining the land or in the form of natural boundaries such

as rivers and so on. However, the validity of the lease agreement on Minangkabau Indigeneous land remains

valid even if the object of the Indigeneous land is not registered. As an effort to provide legal certainty to
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investors or tenants, the West Sumatra government needs to make preventive efforts by issuing clear

regulations regarding the procedures and implementation and sanctions for binding leases on indigeneous

land.


